
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-
591/MK.7/2017 Tanggal 6 Desember 2017 tentang
Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program
Hibah Integrated Participatory Development and
Management of Irrigation Project (IPDMIP), dan Perjanjian
Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk
Integrated Participatory Development and Management of
Irrigation Project-IPDMIP (Program Pengelolaan dan
Pengembangan Partisipatif Terpadu) Nomor PHD-
035/IPDMIP/PK/2018 dan Nomor 3/ PERJ/HK/2018
tanggal 14 Februari 2018, serta Surat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor
900/339/II.01/2018 Tanggal 9 April 2018 Perihal Hasil
Rapat Evaluasi Pergeseran Anggaran dalam APBD Tahun
Anggaran 2018;

b. bahwa memperhatikan perkembangan dan beberapa
dokumen petunjuk teknis dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun Anggaran 2018, pada beberapa OPD yang
mendesak untuk dilaksanakan, memperhatikan Surat
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten
Pesawaran Nomor 100/28/I.01/II/2018 Tanggal 23
Februari 2018 Perihal Perubahan Kode Rekening,
memperhatikan Surat Bagian Kesejahteraan Sosial Dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 800/118/I.03/III/2018 Tanggal 19
Maret 2018 Perihal Perubahan Belanja Objek dan
Anggaran Kas memperhatikan Surat Dinas Pertanian
Kabupaten Pesawaran Nomor 800/766/IV.05/2018
Tanggal 21 Maret 2018 Perihal Usulan RKA IPDMIP
Tahun Anggaran 2018, memperhatikan Surat Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Pesawaran Nomor 600/1/IV.II/PSW/2018 Tanggal 27
Maret 2018 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran,
memperhatikan Surat Badan Perencanaan Pembangunan



Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor
050/56.b/V.01/2018 tanggal 21 Maret 2018 Perihal
Penyampaian RKA IPDMIP BAPPEDA Tahun Aanggaran
2018, memperhatikan Surat Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesawaran Nomor 050/0161/IV.02/ III/2018 Tanggal 21
Maret 2018 Perihal Laporan Pergeseran Anggaran Belanja
Tahun Anggaran 2018, memperhatikan Surat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor
900/115/IV.15/2018 Tanggal 19 Maret 2018 Perihal
Perubahan Kode Rekening per-Rincian Objek Tahun
Anggaran 2018, memperhatikan Surat Dinas Pemuda Dan
Olah Raga Nomor 800/0960/IV.08/2018 Tanggal 26
Maret 2018 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja,
memperhatikan Surat Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Nomor 800/181/IV.04/2018 Tanggal
7 Maret 2018 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran
Tahun Anggaran 2018, memperhatikan Surat Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pesawaran Nomor 600/10/IV.12/PRKP/
PSW/2018 Tanggal 23 Maret 2018 Perihal Permohonan
Perubahan Redaksional DPA Kegiatan Penunjang
Kegiatan PAMSIMAS (24.01);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4749);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah  beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007  Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 5272);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 11);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi
Khusus di Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari APBD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1952);

29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/
RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;

30. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Keluarga Berencana;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11);



35. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Nomor 15);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 16);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2010 Nomor 8);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 33);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 34);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 35);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Nomor 40);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun
2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 44);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun
2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 61);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 72);



45. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 63 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017
Nomor 186;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula
berjumlah Rp.1.369.538.605.020,65 bertambah sejumlah Rp. 6.641.462.000,-
sehingga menjadi Rp. 1.376.180.067.020,65 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.312.263.087.386,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.641.462.000,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.318.904.549.386,-

2. Belanja
a. Semula Rp. 1.369.538.605.020,65,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.641.462.000,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.376.180.067.020,65,-

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 58.775.517.634,65,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. – .
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.    58.775.517.634,65,-

b. Pengeluaran
1)  Semula Rp.      1.500.000.000,-
2)  Bertambah/(berkurang) Rp. – .
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.      1.500.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.    57.275.517.634,65,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. –

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima, besaran hibah tercantum dalam
Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 Nomor
186), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 17 April 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan   di Gedong Tataan
pada tanggal 17 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 220

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002


